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Summary 
Transmigration-based Timber Estate (TTE) is an effort to combine transmigration 
programme and Timber Estate development, and it involves many institutions which sometimes 
have conflicting interests. The objective of this study is to identify existing institution, efficiency 
and effectiveness of TTE programme and to study the socio-economic condition of 
transmigrant. 
The result of analysis shows that community around forest adhered to traditional institution 
and their understanding on the prevailing external institution of government and timber estate 
concession were relatively low. The aspiration of local community for having plantation usually 
ended up in chopping activity. Average chopped area was 13 Ha per household. This practice 
supported by village officials and made this institutional problem more complicated. Their 
claim of forest area as a customary right was triggered by their insecurity of a continous 
access to forest as a source of their livelihood. 
Only about 21,5% local community were willing to be relocated as a local transmigrant 
and only about 25-30% of those were worked effectively for timber estate, so TTE programme 
is yet cgnsidered effective in relocating, modifying way of life and improving participation of 
local community. The proprietary right on agricultural land in TTE programme was only 0,25 
Ha, so giving proprietary right on agricultural land in adequate extent is highly recommeruled. 
There were three kind of activities in timber estate development, namely land preparation, 
nursery, planting and weeding. 'Wage payment system on land preparation activity was 
contractual wages at about Rp 85.000-115.000 per Ha. The wage of nursery, planting and 
weeding activities were about Rp 4.250-4.750 per day. Compared to the Regional Minimum 
Wages (UMR) for this region in 1993 which was Rp 4.150, labor wage of timber estate 
development met its social function. Average income labor family per month in land prepara-
tion was Rp 253.600, whereas for planting and weeding was Rp 173.100 and which nursery 
activity was Rp 163.100. Compared to the Minimum Physical Needs (KFM) for this region 
which was Rp 266.197 in 1993, the earning of labor family from TTE was lower. It means 
their living condition had not improved yet. 
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Ringkasan 
HTI-Trans merupakan upaya memadukan kegiatan transmigrasi ke dalam kegiatan 
pembangunan HTI dan pelaksanaannya melibatkan relatif banyak pihak yang masing-masing 
memiliki tujuan yang seringkali berseberangan. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi 
kelembagaan yang berlaku, efisiensi dan efektifitas program HTI-Trans dan meneliti kondisi 
sosial-ekonOmi transmigran. 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan masih menganut kelembagaan 
tradisional dan belum sepenuhnya memahami kelembagaan eksternal yang berlaku dalam 
pemerintahan atau perusahaan. Keinginan masyarakat untuk memiliki perkebunan 
teraktualisasi dalam bentuk perambahan. Rata-rata luas perambahan adalah 13 Ha per KK. 
Tindakan ini didukung oleh pemerintah desa sehingga masalah kelembagaan ini lebih pelik. 
Pengakuan areal hutan sebagai hak ulayat dikarenakan perasaan khawatir akan musnahnya 
sumber kehidupan masyarakat setempat. 
Hanya 21,5% perambah yang bersedia menjadi transmigran lokal dan hanya sekitar 25-
30% yang efektif bekerja di tanaman, sehingga Pola HTI-Trans dipandang belum efektif dalam 
memukimkan, merubah pola hidup dan meningkatkan parlisipasi perambah dalam 
pembangunan HTI. Hak milik atas lahan dalam program HTI-Trans hanya 0,25 Ha per KK, 
sehingga pemberian hak milik atas lahan dalam luasan yang memadai sangat disarankan. 
Ada tiga jenis kegiatan pada pembangunan HTI yaitu penyiapan lahan, persemaian, 
penanaman dan pemeliharaan. Sistem perupahan pada kegiatan penyiapan lahan adalah 
borongan dengan tarif antara Rp 85.000-115.000 per Ha. Upah pada kegiatan persemaian, 
penanaman dan pemeliharaan adalah antara Rp 4.250- 4.750 per hari. Dibandingkan dengan 
UMR daerah setempat tahun 1993 sebesar Rp 4.150, upah pekerja HTI sudah memenuhi fimgsi 
sosialnya. Rata-rata pendapatan keluarga pekerja penyiapan lahan Rp 253.600 per bulan, 
pekerja penanaman dan pemeliharaan Rp 173.100 per bulan dan pekerja persemaian Rp 
163.100 per bulan. Dibandingkan dengan KFM propinsi Riau untuk pekerja K-2 tahun 1993 
adalah Rp 266.197, pendapatan keluarga pekerja HTI lebih rendah. Hal ini berarti kondisi 
kehidupan merfka belum layak. 
Kata kunci : tujuan berseberangan, kelembagaan, akses masyarakat, hak ulayat, merambah. 
/. PENDAHULUAN 
Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia sudah berlangsung 
selama dua P E L I T A . Berdasarkan tujuan penggunaan kayu yang dihasilkan, 
perusahaan H T I dibedakan menjadi perusahaan HTI kayu pulp, HTI kayu 
pertukangan dan HTI kayu energi. Sementara itu, berdasarkan permodalannya 
perusahaan HTI dibedakan menjadi perusahaan HTI-Murni dan HTI-Patungan. 
Seluruh perusahaan HTI yang mempekerjakan transmigran dalam pembangunan 
tanaman, atau disebut HTI-Transmigrasi (HTI-Trans), merupakan perusahaan 
HTI-Patungan sebab dalam struktur permodalannya terdapat komponen penyertaan 
modal pemerintah. 
Perkembangan pembangunan HTI sampai dengan bulan Nopember 1995 adalah 
sebagai berikut (Martodiwirjo, 1996): Perusahaan HTI pulp sebanyak 22 perusahaan 
dengan areal seluas 4,05 juta Ha dan jenis tanaman pada Rencana Karya Tahunan 
(RKT) 1995/1996 adalah pinus, albisia, acacia mangium, gmelina, eucalyptus, 
sungkai, meranti dan karet. Perusahaan HTI kayu perkakas sebanyak 87 perusahaan 
dengan areal seluas 1,3 juta Ha dan jenis tanaman pada R K T 1995/1996 adalah 
albisia, gmelina, sungkai, karet, eucalyptus, acacia mangium, meranti, jabon, 
jelutung, pinus, mahoni, ramin, pulai, jati, kemiri dan balsa. Perusahaan HTI-Trans 
sebanyak 108 perusahaan dengan areal seluas 0,75 juta Ha dan jenis tanaman pada 
R K T 1995/1996 serupa dengan jenis tanaman pada HTI kayu perkakas. 
Pola HTI-Trans dibedakan menjadi dua yaitu HTI-Trans Terpadu dan HTI 
Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (HTI PIR-Trans). Pada pola pertama, trans-
migran berstatus sebagai pekerja perusahaan inti, memperoleh tempat bermukim 
dan lahan usaha diversifikasi. Melalui pola ini para transmigran memperoleh 
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penghasilan tetap. Kebutuhan primer keluarga dipenuhi melalui pengusahaan lahan 
diversifikasi. Sementara pada pola kedua, pembangunan unit HTI diselenggarakan 
di kawasan hutan produksi tetap yang berdekatan dengan lokasi pemukiman 
transmigrasi dan diarahkan sebagai daerah penyangga melalui kegiatan wanatani. 
HTI-Trans merupakan upaya memadukan kegiatan transmigrasi ke dalam 
pembangunan HTI. Dalam pelaksanaannya, pembangunan HTI-Trans melibatkan 
relatif banyak pihak yang masing-masing memiliki tujuan yang seringkali 
berseberangan (conflicting interests). Instansi yang terlibat antara lain Kantor 
Wilayah (Kanwil) Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Kanwil Departemen 
Transmigrasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lingkup Departemen 
Kehutanan, perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), masyarakat sekitar hutan 
dan transmigran. Selain itu masih ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan 
tersebut, terutama dalam hubungannya dengan pengadaan benih tanaman hutan. 
Pada hakekatnya ada berbagai tujuan yang ingin dicapai secara serentak 
melalui pembangunan HTI, antara lain memenuhi kebutuhan bahan baku industri 
pengolahan kayu dalam negeri, melestarikan lingkungan hidup melalui konservasi 
hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan dan 
transmigran melalui peningkatan intensitas partisipasi mereka dalam kegiatan 
pembangunan hutan tanaman. 
Fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa penduduk di sekitar lokasi dan 
peserta program HTI-Trans justru memperoleh tambahan pendapatan dari kegiatan 
penebangan kayu ilegal. Hal ini akan mengancam kelestarian sumberdaya hutan. 
Artinya selain tujuan penyediaan bahan baku secara lestari dapat terganggu, 
sumber pendapatan dari sektor kehutanan akan bersifat jangka pendek. Permasalahan 
ini diduga, salah satunya, berakar dari masalah penataan kelembagaan {institu-
tional arrangement) yang kurang tepat sehingga menghambat akses masyarakat 
terhadap sumberdaya hutan. Hal tersebut selanjutnya teraktualisasikan dalam 
bentuk akses yang ilegal seperti pemanfaatan sumberdaya hutan yang berjangka 
pendek dan tidak berorientasi pada kelestarian (present consumption). 
Analisis pengaruh kelembagaan terhadap keberhasilan HTI-Trans ini bertujuan 
mengidentifikasi kelembagaan yang berlaku, yaitu kelembagaan lokal/tradisional 
pada masyarakat sekitar/transmigran dan kelembagaan eksternal pada instansi 
pemerintah/perusahaan, efisiensi dan efektivitas program HTI-Trans, melakukan 
kajian sosial-ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar/transmigran peserta 
HTI-Trans. Sasarannya adalah menghasilkan rekomendasi penyempurnaan 
kelembagaan HTI-Trans yang mampu mendukung kelancaran, efisiensi dan 
efektivitas pelaksanaan program tersebut. 
//. METODE PENELITIAN 
A. Identifikasi dan Pendekatan Masalah 
Yang dimaksud lembaga atau social institution dalam sosiologi adalah sistem 
atau peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting 
(Polak, 1964). Lembaga digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dan 
bertujuan memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting seperti mencari 
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nafkah, menjaga ketertiban dan Iain-lain. Menurut Suwardi (1974), lembaga 
berarti kumpulan pola-pola perilaku yang dilakukan orang-orang untuk memenuhi 
kebutuhan sosial yang pokok. Lembaga pelayanan merupakan suatu badan, 
sedangkan organisasi atau kelompok diartikan sebagai kolektivitas orang-orang 
yang melakukan timbal-balik dalam usaha mencapai tujuan bersama. R.M. Mac 
Iver yang dikutip Sumarjan (1969) mendefmisikan lembaga sebagai bentuk 
prosedur yang mantap, sedangkan John Lewis Gillin yang dikutip Sumarjan 
(1969) memandang lembaga dari berbagai segi, di antaranya dari segi 
pembangunan, lembaga dibagi dua yaitu lembaga yang sudah diterima masyarakat 
seperti lembaga perkawinan, dan lembaga yang diperkenalkan seperti lembaga 
perkreditan. Sementara itu, Anonim (1978) menyatakan bahwa berdasarkan 
tingkatannya kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu pranata 
sosial, kelompok tani, organisasi atau perhimpunan petani dan lembaga 
instansionil. Pranata sosial adalah aturan-aturan tertentu yang dianut oleh 
masyarakat secara umum dan agak meluas. Kelompok tani adalah kumpulan 
petani-petani yang bersifat informil, dan berpangkal pada keserasian dan 
kesamaan pandangan, kepentingan dan kesenangan. Organisasi atau perhimpunan 
petani adalah organisasi petani yang sifatnya formil, pengurus dan anggotanya 
jelas terdaftar. Lembaga instansionil adalah lembaga pelayanan yang ada di 
pedesaan seperti BRI Unit Desa, Lembaga Penyaluran Sarana Produksi, dan Iain-
lain. Berdasarkan fungsi, peranan dan tujuan pokoknya, kelembagaan dapat 
digolongkan ke dalam lembaga penguasaan faktor produksi, lembaga pelayanan 
faktor produksi, lembaga pemasaran hasil, lembaga pengolahan hasil, lembaga 
pelayanan perkreditan dan usaha kumpulan modal bersama, lembaga penyuluhan 
dan kelompok tani, lembaga kepemimpinan desa, lembaga gotong-royong dan 
kegiatan sosial lainnya. Mubyarto (1973) menyatakan lembaga sebagai organisasi 
atau kaidah-kaidah baik formil maupun informil yang mengatur perilaku tindakan 
anggota masyarakat tertentu, baik dalam kegiatan rutin sehari-hari atau dalam 
usahanya mencapai tujuan tertentu. Lembaga dalam masyarakat desa ada yang 
bersifat asli berasal dari adat kebiasaan yang turun temurun tetapi ada pula yang 
baru diciptakan baik dari dalam maupun dari luar masyarakat desa. 
Sehubungan dengan hal tersebut, masalah kelembagaan dalam kajian ini 
didekati dengan cara mengelompokkan aspek kelembagaan menjadi dua. Pertama, 
kelembagaan lokal/tradisional yang ada dalam masyarakat sekitar dan transmigran 
yang secara langsung mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pragram HTI-Trans. 
Kedua, kelembagaan ekstemal yang berlaku dalam kebljakan perusahaan dan 
pemerintahan yang mengatur pelaksanaan program tersebut. 
B. Waktu, Lokasi dan Data 
Lokasi penelitian ditentukan secara disengaja yaitu dipilih propinsi dimana 
terdapat unit HTI-Trans, yaitu propinsi Riau. Pemilihan unit HTI sebagai contoh 
penelitian juga disengaja, yaitu unit HTI-Trans pola terpadu dimana tranmigrans 
didatangkan dan dimukimkan untuk dipekerjakan dalam kegiatan HTI, dan HTI-
Trans pola Pir dimana HTI dibangun didekat lokasi transmigrasi yang sudah 
dimukimkan dalam beberapa tahun. Dalam masing-masing unit HTI dipilih 
pekerja pada kegiatan penyiapan lahan, persemaian, penanaman dan pemeliharaan 
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sebagai contoh penelitian. Contoh penelitian mewakili kelompok transmigran lokal 
dan transmigran pendatang. Besamya contoh penelitian ditentukan sekurang-
kurangnya 10%. 
Sumber utama data penelitian adalah unit HTI-Trans dan para pekerja. Data 
yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data perusahaan berupa 
data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, pencatatan dan 
pengamatan lapangan. Sementara itu data pekerja berupa data primer yang 
dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada 
daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 
C. Metode Analisis dan Sintesis 
Untuk data primer, pada daftar pertanyaan yang terkumpul pertama-tama 
dilakukan pemberian kode. Tahap berikutnya baik data kuantitatif maupun kualitatif 
keduanya ditabulasi. Untuk data kuantitatif selanjutnya dilakukan penjumlahan dan 
rata-rata. Sementara itu, untuk data kualitatif dilakukan pengelompokan berdasarkan 
kesamaan jawaban kemudian dihitung persentasenya. Untuk data sekunder, dilakukan 
juga penjumlahan dan rata-rata pada data kuantitatif serta pengelompokan ber-
dasarkan kesamaan dan persentasenya pada data kualitatif. Hasil pengamatan akan 
memperkaya redaksional pelaporan. 
Kelayakan tarif upah pekerja diketahui dengan cara membandingkan tarif upah 
pekerja dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku untuk daerah 
tersebut. Sementara itu kelayakan sosial ekonomi pekerja diketahui dengan cara 
membandingkan seluruh penghasilan keluarga pekerja dengan Kebutuhan Fisik 
Minimum (KFM). 
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 
Di propinsi Riau terdapat 7 Daerah Tingkat I I yang meliputi 78 Kecamatan 
atau 1.204 Desa. Berdasarkan klasifikasi desa, 77,25% dari jumlah desa yang ada 
merupakan desa swasembada, 22,75% merupakan desa swakarya dan tidak ada 
yang termasuk desa swadaya. Sementara itu berdasarkan status desanya, maka 
36,33% dari seluruh desa yang ada merupakan desa miskin dan sisanya 63,67% 
merupakan desa tak miskin. 
Sebagian besar (71,33%) dari wilayah propinsi Riau merupakan lautan dan 
hanya sebagian kecil (28,67%) yang berupa daratan (Kantor Statistik, 1994). Dari 
luas daratan 9,456 juta Ha, sebagian besar tanahnya termasuk jenis tanah 
organosol (51,06%) kemudian diikuti oleh jenis tanah podsolik merah kuning 
(33,45%) dan sisanya adalah jenis tanah lainnya. 
Di propinsi Riau terdapat beberapa jenis perkebunan. Tanaman perkebunan 
yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial adalah kelapa sawit, 
karet, kelapa, cengkeh dan kopi dengan luasan berturut-turut 434.840 ha karet, 
470.507 ha kelapa, 382.385 ha kelapa sawit, 10.195 ha cengkeh dan 12.857 ha 
kopi. Diantara tanaman perkebunan tersebut, kelapa sawit merupakan tanaman 
perkebunan primadona. 
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Tabd 1. Peruntukan kawasan hutan propinsi Riau berdasarkan RTRWP1994/1995 
Table 1. The allocation of forest area based on RTRWP 1994/1995 in Riau province 
No. Perunlukan/AUocation Laas/Extend (ha) % 
1. Arahan pengembangan kehutanan (forest devolopment) 2.801.170 29,62 
2. Kawasan lindung (Protection area) 373. 798 3,95 
3. Kawasan lindung gambut cagar alam 
(Protection area of peat sanctuary) 
1.210.830 12,80 
4. Kawasan sektor danau dan waduk 
(Lake and dam sector area) 
514.808 5,44 
5. Kawasan pengembangan perkebunan, transmigrasi, 
pemukiman dan penggunaan lain (Development area 
of estate, transmigration,residence and other use) 
4.534.797 47,96 
Jumlah luas wilayah (Total) 9.456.160 100,00 
Sementarf itu, program transmigrasi ke wilayah tersebut sudah berlangsung 
cukup lama. Sejak Pelita I sampai Pelita V tahun ke lima pemerintah telah menem-
patkan 108.180 kepala keluarga atau 451.628 jiwa transmigran yang sebagian 
besar berasal dari pulau Jawa. Transmigrasi HTI atau HTI-Trans merupakan salah 
satu pola transmigrasi yang akhir-akhir ini dikembangkan di wilayah tersebut. 
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), peruntukan kawasan 
hutan di propinsi Riau disajikan pada Tabel 1. Dalam kawasan hutan propinsi 
Riau terdapat 21 perusahaan HTI yang mendapat cadangan areal seluas 1.137.346 
ha, terdiri atas 5 perusahaan HTI-pulp seluas 822.870 ha, 10 perusahaan HTI-
murni seluas 244.576 ha dan 6 perusahaan HTI-Trans seluas 69.900 ha. 
B. Kelembagaan 
1. Kelembagaan lokal versus kelembagaan eksternal 
Pada umumnya masyarakat masih mempertahankan kelembagaan lokal, 
khususnya dalam kaitan dengan alokasi sumberdaya hutan di sekitar mereka. 
Bagaimana mereka mengakses hutan sampai saat ini lebih didasarkan pada pranata 
sosial yang mereka acu selama ini, yaitu kelembagaan lokal atau tradisional. 
Masalah pranata sosial tersebut muncul dalam bentuk pembalakan pada cadangan 
areal HTI sebelum tebangan IPK dilakukan. 
Cadangan areal HTI diusulkan oleh perusahaan dan persetujuannya diberikan 
oleh Kanwil Departemen Kehutanan setempat. Apabila suatu areal hutan sudah 
dicadangkan sebagai areal HTI, perusahaan HTI yang bersangkutan dengan Izin 
Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimilikinya melakukan pembukaan wilayah. Sebelum 
penebangan IPK dilakukan oleh perusahaan, kadangkala perambah sudah melakukan 
pembalakan terlebih dahulu. Pembalakan dilakukan menggunakan gergaji rantai 
oleh beberapa orang secara berombongan. Pengangkutan kayu bulat dari areal 
pembalakan ke luar hutan dilakukan menggunakan truk besar melalui jalan hutan. 
Kegiatan perambahan tersebut cepat mendatangkan penghasilan bagi pelakunya 
sebab setelah kayu bulat terjual maka mereka dapat segera menerima uang tunai. 
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Tindakan demikian itu diduga karena pandangan hidup para perambah yang 
masih melekat sampai saat ini. Mereka pada umumnya adalah penduduk desa 
sekitar hutan yang memandang bahwa tindakan masuk ke dalam kawasan hutan 
dan memanfaatkan hasil hutan, baik berupa kayu maupun non kayu, merupakan 
tindakan yang tidak melanggar hukum. Hal ini dikarenakan mereka telah 
melakukan tindakan tersebut secara turun temurun, walaupun dahulu masih dalam 
skala kecil, tradisional dan hanya untuk mencukupi keperluannya sendiri. Sejauh 
ini mereka belum menyadari bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai 
kekayaan negara telah mengalami perubahan akibat proses pembangunan. Oleh 
karena keterbatasan mereka dalam bidang pendidikan, pengetahuan, keterampilan, 
kesempatan untuk bekerja dan berusaha dan Iain-lain, pada umumnya mereka 
kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan atau kemajuan yang telah 
terjadi. 
Kelembagaan ekstemal yang berasal dari luar lingkungan mereka, seperti 
peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan HTI atau pemerintah, dalam hal ini 
Departemen Kehutanan, belum sepenuhnya dapat mereka pahami. Langkah-
langkah konkrit untuk meningkatkan kesadaran mereka masih sangat diperlukan. 
2. Hak ulayat 
Penduduk setempat kadangkala menyatakan bahwa bagian tertentu dari 
cadangan areal HTI sebagai hak ulayatnya. Mereka membuktikan hak tersebut 
dengan cara menunjuk jenis tanaman tertentu yang tumbuh di dalam areal seperti 
tanaman karet, kelapa sawit, pohon sialang tempat bersarangnya lebah madu, 
pinang dan jengkol. Permasalahan demikian diduga timbul akibat adanya pan-
dangan hidup yang masih melembaga pada masyarakat sekitar hutan. Secara 
turun-temurun mereka masuk ke dalam hutan untuk memungut hasil hutan yang 
menjadi kebutuhan hidup mereka seperti buah pinang, getah karet, buah jengkol, 
madu dan Iain-lain. Pohon yang menghasilkan bahan-bahan kebutuhan hidup 
tersebut dan telah dieksploitasi oleh keluarga mereka secara turun temurun 
menurut adat menjadi milik mereka. Mereka merasa memiliki lahan yang 
ditumbuhi oleh pohon tersebut. Demikian pula karena keterbatasannya, mereka 
juga kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan atau kemajuan yang 
telah terjadi di sekitarnya. 
Pengakuan areal hutan sebagai milik masyarakat adat tidak muncul di 
permukaan selama areal hutan belum berubah fungsi. Namun pada saat hutan alam 
akan dikonversi ke dalam bentuk hutan tanaman, masalah pengakuan hak 
masyarakat adat tersebut muncul ke permukaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh 
adanya perasaan khawatir akan musnah atau hilangnya sumber kehidupan atau 
mata pencaharian mereka. Oleh karena salah satu sasaran program HTI-Trans 
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi dan transmigran 
peserta HTI-Trans maka pelaksanaan program HTI-Trans di lapangan sebaiknya 
menggunakan pendekatan kebutuhan dasar rumah tangga, khususnya kebutuhan 
untuk membantu kondisi sosial-ekonomi mereka. 
Kawasan hutan di Indonesia adalah milik negara sehingga secara turun-
menurun masyarakat sekitar menganggapnya sebagai sumberdaya milik bersama 
{common property). Kebijaksanaan utama yang diperlukan dalam kaitan ini adalah 
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usaha melindungi hak-hak tradisional atas penggunaan sumberdaya hutan tersebut 
dan memberikan perlakuan istimewa (preferential treatment) kepada penduduk di 
areal tersebut atas hak-hak baru untuk menggunakan sumberdaya tesebut bagi 
keperluan mereka sendiri (Sanwal, 1988). Pengalaman historis dan praktek setempat 
sebaiknya tidak diabaikan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dan perusahaan 
dalam bidang pembangunan HTI-Trans sebaiknya mengakomodasikan hak-hak 
dan kelembagaan tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. 
3. Hak atas lahan perkebunan 
Pada saat penebangan IPK selesai dilakukan oleh perusahaan, cadangan areal 
tanaman HTI sudah terbuka. Dalam keadaan demikian kadangkala penduduk 
setempat dengan cepat menanami areal tersebut dengan jenis tanaman perkebunan 
seperti karet atau kelapa sawit. Hal ini terutama terjadl pada areal yang di 
dalamnya terdapat jalan hutan, yaitu bekas jalan angkutan kayu bulat. Penduduk 
setempat berlomba dengan perusahaan untuk melakukan penanaman di areal hutan 
yang telah terbuka, tanpa memperhatikan hak atas lahan tersebut. 
Pada umumnya perambah adalah sekelompok pendatang yang ingin memiliki 
perkebunan sendiri tetapi tidak memiliki lahan. Berdasarkan pengamatan, setiap 
kepala keluarga (KK) rata-rata merambah 13 Ha lahan. Keinginan untuk memiliki 
perkebunan sendiri didasari oleh beberapa alasan, seperti mereka memiliki latar 
belakang sebagai pekerja perkebunan, memiliki informasi tentang keuntungan 
yang dinikmati oleh pemilik perkebunan, memiliki keterampilan membangun dan 
memelihara tanaman perkebunan, tersedia fasilitas jalan angkutan hasil 
perkebunan dan di sekitar lokasi terdapat pabrik yang mengolah kelapa sawit milik 
rakyat. 
Jenis tanaman yang dikembangkan umumnya adalah jenis yang bernilai 
ekonomi tinggi seperti kelapa sawit dan karet. Di daerah penelitian, tanaman 
kelapa sawit merupakan tanaman primadona. Tanaman kelapa sawit yang sudah 
berbuah dapat mendatangkan penghasilan sekitar Rp 300.000 per Ha per bulan. 
Para perambah mengupahkan kegiatan penyiapan lahannya kepada pihak lain yang 
dalam pengerjaannya telah menggunakan alat canggih seperti gergaji rantai 
sehingga perambahan areal hutan berlangsung sangat pesat. 
Tindakan demikian kadangkala mendapat dukungan dari pemerintah desa 
dalam bentuk pemberian Surat Pemilikan Tanah (SPT) kepada mereka. Hal ini 
diduga karena Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat I I kurang dilibatkan dalam 
pengelolaan kawasan hutan. Secara administratif, hutan merupakan suatu areal 
dalam kekuasaan Pemda setempat. Namun apabila areal tersebut dilepaskan oleh 
Departemen Kehutanan, luas hutan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan 
akan berkurang. Masalah kelembagaan demikian sangat pelik sebab melibatkan 
banyak pihak yang masing-masing memiliki kepentingan yang kadangkala 
berseberangan. 
C. Efektifitas Program HTI-Trans 
1. Terhadap masyarakat lokal 
Dalam program HTI-Trans, pekerjanya adalah transmigran yang dimukimkan 
di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). "Satu UPT terdiri dari 300 KK. Dalam 
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setiap UPT pada umumnya terdapat dua kelompok transmigran, yaitu transmigran 
lokal sebanyak 150 KK dan transmigran pendatang sebanyak 150 KK. 
Transmigran lokal memiliki berbagai macam latar belakang pekerjaan seperti 
bekas pekerja perkebunan, peladang, perambah dan Iain-lain. 
Berdasarkan hasil pengamatan, dari 163 KK perambah hutan hanya sekitar 35 
KK atau 21,5% yang bersedia menjadi transmigran lokal. Perambah yang telah 
memiliki tanaman perkebunan cukup luas pada umumnya tidak bersedia bekerja 
pada kegiatan HTI. Demikian pula diantara transmigran lokal peserta HTI-Trans, 
hanya sekitar 25% sampai dengan 30% yang efektif bekerja di tanaman, dan 
sisanya tetap bekerja sebagai perambah. Meskipun mereka telah dimukimkan, 
memperoleh rumah tinggal dan lahan pekarangan, mereka tidak mudah 
melepaskan pekerjaan yang telah lama digelutinya, sehingga rumah mereka di 
UPT pada umumnya ditinggalkan kosong. 
Kehadiran transmigran dalam unit HTI dapat memecahkan masalah tenaga 
kerja apabila para transmigran bersedia bekerja dengan baik. Demikian pula, pola 
HTI-Trans sejauh ini dipandang belum efektif sebagai program untuk 
memukimkan, merubah pola hidup dan meningkatkan partisipasi perambah hutan 
dalam pembangunan HTI. 
2. Terhadap kepemilikan lahan usaha 
Dalam pola transmigrasi HTI, lahan yang menjadi hak milik transmigran hanya 
lahan pekarangan seluas 0,25 Ha. Hak atas lahan karet yang disediakan oleh 
perusahaan seluas 1 Ha adalah hak pungut, dimana lahan dan tanaman karetnya 
milik perusahaan namun getahnya menjadi hak transmigran. Sementara itu, pada 
transmigrasi pola umum, pola PIR maupun pola lainnya, lahan yang menjadi 
milik transmigran rata-rata lebih luas, yaitu lahan pekarangan, lahan usaha I dan 
I I yang luas seluruhnya sekitar 2 Ha. 
Dengan pola pemilikan lahan demikian, program HTI-Trans dapat 
mengakibatkan makin besarnya ketergantungan transmigran kepada lapangan 
pekerjaan dan penghasilan yang diberikan oleh perusahaan. Dalam keadaan 
demikian posisi tawar-menawar transmigran dalam upaya memperoleh lapangan 
kerja, tarif upah yang tinggi dan pendapatan yang memadai akan semakin lemah. 
Dalam jangka panjang, pola HTI-Trans yang berlaku saat ini diduga dapat 
menciptakan pesanggem-pesanggem baru di sekitar areal HTI, seperti halnya 
pesanggem yang hidup tergantung pada hutan jati di Jawa. Hal tersebut 
merupakan dilema yang dihadapi baik oleh perusahaan maupun oleh transmigran. 
Para transmigran peserta HTI-Trans menginginkan agar lahan karet seluas 1 
Ha menjadi hak milik atau hak guna usaha, sehingga ada kepastian sumber 
pendapatan bagi kehidupan mereka di masa sekarang dan mendatang. Dalam 
pandangan hidup mereka, kebanggaan seorang petani diukur dari luas lahan yang 
dimiliki. Pandangan tersebut dinilai cukup rasional karena makin luas sumberdaya 
lahan atau aset produktif yang dimiliki, maka makin besar harapan mereka untuk 
memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari sumberdaya yang dimilikinya. 
Lahan sebagai aset produktif bagi transmigran bermanfat untuk meningkatkan 
kondisi sosial-ekonomi atau kesejahteraan mereka karena dapat menghasilkan 
sumberdaya dan pendapatan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemberian hak 
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milik atas lahan dengan luasan yang memadai kepada transmigran peserta HTI-
Trans sangat disarankan agar program HTI-Trans dapat mewujudkan program 
nasional pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. 
D. Status Sosial-Ekonomi 
1. Sistem perupahan 
a. Penyiapan lahan 
Pekerjaan penyiapan lahan dilakukan oleh kelompok pekerja dengan cara 
tinggal di dalam areal hutan selama 2 minggu sampai dengan 1 bulan, atau istilah 
daerahnya adalah mandah. Mereka mendirikan gubuk kerja sementara dengan 
konstruksi lantai papan, dinding dan atap plastik. Perbekalan makanan, obat-
obatan dan Iain-lain untuk kebutuhan selama di hutan disediakan oleh ketua 
kelompok. 
Kegiatan penyiapan lahan meliputi dua kegiatan pokok, yaitu imas-tumbang 
dan cincang-perun atau cincang-jalur. Imas adalah kegiatan penebangan tegakan 
berdiameter kurang dari 8 cm menggunakan alat bantu parang, sedangkan 
tumbang adalah kegiatan penebangan tegakan berdiameter 8-29 cm menggunakan 
alat bantu gergaji rantai. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum penebangan IPK 
dikerjakan oleh perusahaan. 
Sementara itu cincang adalah kegiatan mencincang batang besar dan ranting 
hasil tebangan imas-tumbang yang tidak dapat digunakan sebagai kayu serpih, 
menggunakan alat bantu gergaji rantai. Perun adalah kegiatan penumpukan hasil 
cincangan ke sebelah kiri dan kanan calon jalan tanaman, sehingga calon jalur 
tanaman terbuka atau terbebas dari hamparan hasil cincangan. 
Kegiatan imas-tumbang dan cincang-perun blasanya diborongkan menjadi satu 
paket kegiatan. Pada umumnya paket kegiatan ini dikerjakan oleh kelompok 
tenaga kerja yang sama, sebab kalau pekerjaan cincang-perun diborongkan kepada 
kelompok pekerja lain maka ada kecenderungan pengerjaan imas-tumbang 
dilakukan asal-asalan. 
Perusahaan membayar upah borongan imas-tumbang kepada kontraktor rata-
rata Rp 200.000 per Ha. Kontraktor tersebut tidak melakukan pekerjaan imas-
tumbang sendiri, oleh karena itu pekerjaan tersebut diserahkan kepada sub 
kontraktor dengan tarif upah borongan rata-rata Rp 140.000 per Ha. Sub 
kontraktor menyerahkan pekerjaan tersebut kepada kelompok pekerja dengan tarif 
borongan yang sudah dipisahkan antara imas dan tumbang. Apabila gergaji rantai 
disediakan oleh sub kontraktor dan bahan bakar disediakan oleh kelompok 
pekerja, tarif borongan imas rata-rata Rp 40.000 per Ha dan tumbang rata-rata Rp 
65.000 per Ha. Apabila gergaji rantai dan bahan bakar disediakan sendiri oleh 
kelompok pekerja, maka tarif borongan tumbang rata-rata naik menjadi Rp 75.000 
per Ha. Sementara itu tarif upah borongan kegiatan cincang-perun rata-rata Rp 
85.000 per Ha. 
Produktivitas kerja kegiatan imas rata-rata 1 Ha per hari per kelompok pekerja 
atau 0,2 Ha per HOK. Pada kegiatan tumbang, satu gergaji rantai dilayani oleh 
dua pekerja. Dengan menggunakan dua gergaji rantai dapat diselesaikan sekitar 1 
Ha per hari atau produktivitas kerjanya 0,2 Ha per HOK. 
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b. Persemaian 
Jenis tanaman yang diusahakan dalam unit HTI umumnya jenis unggulan lokal 
dan jenis cepat tumbuh. Jenis cepat tumbuh diantaranya adalah sengon, sungkai, 
acasia mangium dan karet. Jenis lokal ada berbagai macam seperti meranti, 
embacang, cengal, damar dan balsa. 
Tahapan kegiatan dalam persemaian antara lain penyediaan media, tabur benih 
ke dalam tabung tanaman, sapih, pemupukan, pembersihan rumput dan 
penyiraman. Jenis kegiatan tersebut berlangsung di persemaian. Sementara itu 
petak ukur permanen (PUP) juga merupakan salah satu kegiatan unit persemaian 
tetapi di lakukan di lapangan, yaitu meliputi pengukuran diameter, tinggi bebas 
cabang, kesehatan tanaman dan bentuk batang. Kegiatan PUP dilakukan setiap 
bulan saat tanaman masih kecil, dan tiga bulan sekali saat tanaman sudah besar. 
Unit persemaian biasanya terletak di sekitar kamp pekerja atau UPT. Jenis 
pekerjaannya relatif ringan sehingga banyak mempekerjakan tenaga kerja wanita. 
Sistem pembayaran upah pada kegiatan persemaian pada umumnya adalah harian. 
Meskipun demikian, ada standar atau target hasil kerja yang dijadikan tolok ukur 
bagi pekerja harian, terutama pada pengisian tabung tanaman (poly-bag). 
Mengacu pada sistem perupahan di sektor pertanian, tarif upah dalam kegiatan 
pembuatan tanaman HTI dibedakan antara upah pekerja wanita dan pekerja laki-
laki. Pada kegiatan persemaian, upah pekerja wanita antara Rp 4.250-4.500 per 
hari dan upah pekerja laki-laki antara Rp 4.750-5.000 per hari. Jumlah tersebyr 
merupakan upah kotor, yaitu sudah termasuk uang makan, transpor dan lain-lairi. 
c. Penanaman dan pemeliharaan 
Kegiatan penanaman dan pemeliharaan merupakan pekerjaan yang dilakukan di 
lapangan, yang meliputi penanaman bibit, penyiangan, penunggalan batang dan 
pemangkasan. Kegiatan penanaman dilakukan pada musim penghujan. Sistem 
pembayaran upah pada kegiatan penanaman adalah sistem harian, dengan tarif 
upah antara Rp 4.750-5.000 per orang per hari. Produktivitas kerja penanaman 
rata-rata 200 sampai dengan 350 tanaman per hari. 
Kegiatan penyiangan ada dua macam, penyiangan kimia yaitu penyemprotan 
tanaman pengganggu dengan herbisida dan penyiangan mekanis yaitu pembabadan 
atau pembersihan tanaman pengganggu. Penyiangan dilakukan pada saat tanaman 
berumur 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun, dengan periode yang bervariasi tergantung 
pada kelebatan tanaman pengganggu, namun rata-rata dilakukan sebelum tanaman 
berumur 1 tahun. 
Kegiatan pemangkasan dilakukan apabila tanaman HTI ditujukan sebagai 
penghasil kayu pertukangan dan kegiatan penunggalan batang dilakukan pada jenis 
tertentu seperti acasia mangium agar pohon yang tumbuh hanya satu batang. 
Selain kegiatan tersebut, juga dilakukan penjarangan tanaman HTI pada saat 
tanaman mencapai umur tertentu. 
Tarif upah harian pada kegiatan penyiangan kimia, penyiangan mekanis dan 
sulam tanaman rata-rata Rp 4.750-5.000 per hari. Apabila kegiatan penyiangan 
diborongkan, umumnya dilakukan menjadi satu paket dengan kegiatan pemangkasan. 
Tarif upah borongannya rata-rata Rp 42.000 per Ha, yaitu upah penyiangan Rp 
22.000 per Ha dan pemangkasan Rp 20.000 per Ha. Kedua kegiatan tersebut 
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dilakukan secara serentak oleh kelompok pekerja yang berjumlah 4-5 orang. 
Produktivitas kerja penyiangan dan pemangkasan rata-rata 1 Ha per hari per kelompok. 
Tarif upah j)ekerja pembuatan tanaman HTI antara Rp 4.250-4.750 per hari. 
Apabila dibandingkan dengan UMR daerah setempat tahun 1993 sebesar Rp 4.150 
(Biro Pusat Statistik, 1994), maka upah pekerja HTI lebih besar dari UMR atau 
telah memenuhi ftingsi sosialnya. 
2. Tingkat kesejahteraan transmigran 
Ada tiga kelompok kegiatan dalam pembangunan HTI, yaitu penyiapan lahan, 
persemaian, penanaman dan pemeliharaan. Pengelompokan ini didasarkan 
perbedaan lokasi berlangsungnya kegiatan dan berat-ringannya pekerjaan dengan 
harapan dapat diketahui perbedaan kondisi sosial-ekonomi pekerjanya. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa rata-rata usia pekerja penyiapan lahan sekitar 32,2 
tahun, pekerja persemaian sekitar 34,7 tahun dan pekerja penanaman dan 
pemeliharaan sekitar 30,8 tahun. Dengan demikian pekerja pada pembangunan 
HTI rata-rata berasal dari usia produktif. 
Berdasarkan jenis kelamin, pekerja penyiapan lahan, penanaman dan 
pemeliharaan rata-rata adalah laki-laki berusia relatif muda. Hal ini dikarenakan 
jenis pekerjaan tersebut dilakukan di kawasan hutan, kondisi medan relatif berat, 
kadangkala harus menginap dan menggunakan alat bantu khusus sehingga lebih 
cocok dilakukan oleh pekerja laki-laki yang kondisi fisik dan tenaganya prima. 
Sebaliknya, pekerja persemaian kebanyakan adalah wanita berusia lebih tua 
daripada rata-rata usia pekerja pada kegiatan lain. Hal ini dikarenakan unit 
persemaian pada umumnya dibangun di sekitar pemukiman/UPT dan pekerjaannya 
relatif ringan sehingga dapat mempekerjakan wanita dan laki-laki usia lanjut. 
Berdasarkan status perkawinannya, proporsi tertinggi pekerja lajang terdapat 
pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan. Rata-rata jumlah tanggungan 
keluarga pekerja kegiatan ini adalah 2 orang. Sementara itu, seluruh pekerja imas-
tumbang berstatus kawin dengan jumlah tanggungan keluarga rata-rata 4 orang. 
Rata-rata pendapatan keluarga pekerja imas-tumbang adalah Rp 253.600 per 
bulan, pekerja penanaman dan pemeliharaan Rp 173.100 per bulan dan pekerja 
persemaian Rp 163.100 per bulan. Besarnya KFM propinsi Riau untuk pekerja K-
2 pada tahun 1993 adalah Rp 266.197 (Biro Pusat Statistik, 1994). Berdasarkan 
standar kebutuhan hidup yang ditentukan oleh pemerintah maka kehidupan 
keluarga pekerja HTI rata-rata belum layak. Namun pekerja HTI umumnya 
tinggal di desa sekitar atau di dalam hutan yang mana standar kebutuhan hidupnya 
jauh di bawah rata-rata kebutuhan hidup masyarakat kota atau desa. Oleh karena 
itu mereka rata-rata menyatakan bahwa pendapatan keluarganya dipandang cukup 
untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya, meskipun kenyataanya masih 
lebih kecil dari KFM. 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Masyarakat sekitar hutan masih menganut kelembagaan tradisional dan belum 
sq)enuhnya memahami kelembagaan dcstemal yang berlaku dalam pemerintahan 
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atau perusahaan. Pelaksanaan program HTI-Trans sebaiknya menggunakan 
pendekatan kebutuhan dasar rumah tangga untuk membantu kondisi sosial-
ekonoml masyarakat setempat, sehingga kebijakan pemerintah dan perusahaan 
perlu mengakomodasikan hak-hak tradisional mereka. 
2. Hanya sekitar 21,5% perambah yang bersedia menjadi transmigran lokal dan 
hanya sekitar 25-30% yang efektif bekerja di tanaman sehingga pola H T I -
Trans dipandang belum efektif dalam memukimkan, merubah pola hidup dan 
meningkatkan partisipasi perambah dalam pembangunan H T I . Dalam pola 
HTI-Trans, hak milik atas lahan bagi transmigran hanya 0,25 Ha, sedangkan 
hak mil ik atas lahan pada pola transmigrasi lainnya mencapai 2 Ha. Pemberian 
hak milik atas lahan dengan luasan yang memadai kepada transmigran sangat 
disarankan agar program HTI-Trans dapat mewujudkan program nasional 
pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. 
3. Kegiatan penyiapan lahan meliputi kegiatan imas-tumbang dan cincang-perun 
atau cincang-jalur. Tarif upah borongan imas-tumbang dari perusahaan kepada 
kontraktor rata-rata Rp 200.000 per Ha, dari kontraktor kepada sub kontraktor 
rata-rata Rp 140.000 per Ha dan dari sub kontraktor ke kelompok pekerja 
berkisar Rp 105.000-115.000 per Ha. Tarif upah borongan kegiatan cincang-
perun rata-rata Rp 85.000 per Ha. Tarif upah harian pada kegiatan pembuatan 
dan pemeliharaan tanaman H T I berkisar Rp 4.250-4.750 per hari. Besamya 
U M R (1993) adalah Rp 4.150 sehingga upah pekerja H T I sudah memenuhi 
fungsi sosialnya. 
4. Pekerja pada pembangunan H T I rata-rata berasal dari usia produktif. Rata-rata 
pendapatan keluarga pekerja imas-tumbang adalah Rp 253.600 per bulan, 
pekerja penanaman dan pemeliharaan Rp 173.100 per bulan dan pekerja 
persemaian Rp 163.100 per bulan. Besarnya K F M propinsi Riau untuk pekerja 
K-2 (1993) adalah Rp 266.197 sehingga kehidupan keluarga pekerja H T I rata-
rata belum layak. 
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PETUNJUK BAGI PENULIS NOTES FOR AUTHORS 
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